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o pemyataan T K%%a” SKpp s
1) iﬂgugg ™ . oM PPK.20);

sampat dengan ppy d Pal SKPD (Format PPK-218
i Kode Rekenmg N‘-!faca

535‘ i
dsuﬂan Kode Rekemﬂg Nﬁfa{:a

: ¥a :
KPKD sebagaimana te'”ampir L d’gUﬂakan oleh PPK-SKPD dan
5

N AAN PENATAUSAHAAN KEY
) ,\#S:A -AUSAHAAN BENDAHAR
"ok enerimaan merupa,
pro U;anp menyetor dan mempr; Sefangkaian Proses kegiatan menerima,
m ' ng uUnai -
meﬂda dalam pengelolaan Skpp S Miawabian Penerimaan uang yang
pe maan Daerah disetor ke rekenin

’ prosedur Setoran Mefalui Bendaharg Penerimaan

1. . Wajb Bayar / Pihak Ketigq menyeto .
gendahara Penerimaan diserta; Lampi
pukti pembayaran lainnya.

]

gendahara Penerimaan :

1) Menerima setoran uang day; Waijib By

7) Menghitung jumlah uang yang diterima gan mencocokkan dengan
jumlah yang tercantum dalam SKP-D atay SKR-D:

3) Mendistribusikan SKP-D gap, SKR-D kepada Waiib Bayar / Pihak Ketiga

Keuangan Daerah:

da Setoran (STS) dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan yang d'rtandatangani

yar/ Pihak Ketiga:

dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

4) Menyiapkan dan mengjs; Surat Tan,

oleh Bendahara

(tujuh).

5) Menyetorkan seluruh uang yang diterima ke rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati paling lambat 1 (
hari kerja sejak saat uang kas tersebyt diterima;

6) Menerima 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua)

Penerimaan / Kasir Penerimaan minimal rangkap 7

satu)

lembar tembusan Surat
Tanda Setoran dari Bank Umum yang ditunjuk Bupati:

7) Mencatat bukti penerimaan ke dalam buku Kas Umum Penerimaan,

buku pembantu rincian obyek pendapatan dan buku rekapitulasi
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dapaf mef"gg'makan aplikan !(Qm m e
¥ Kompy, e
wenyerankan 1 (sat) tomp,,, o dan/atay alat elektronik lINNY3:

8 , tembusay, 5TS men lain
Yang dipersamakan kepada ppKﬂSKpU S dan/atau doku

oran ke rekening ka.
Umum Daerah dianggap sah bilamana Dinas

laan
[ not euangan Daerah Kabupaten Kudus

a
et dani Ban Umum yang ditunjuk

1
g dapatan dan Penge
pe "

sudah menenma huky

Bupau,

ra administratif hap,
10) ::::da Pengguna Anggara: b;nsee:api):z?:::t?iawabkan penerimaan
gecara fungsional haryg Menyampaikan i penerimaan;
kepada Dras Pendapatan & [Py
Kabupaten Kudus (Bidang AkUntansi)
puku kas umum dalam rangka rekonsiji
Dokumen.dokumen yang digunakan -
2 guku Kas Umum Penerimaan;

laporan pertanggung-jawaban
gelolaan Keuangan Daerah
yang dilampiri dengan sobekan

11)

asi penerimaan.

Rekapitmasi Penerimaan Harign,
guku pembantu Rincian obyek Pendapatan:
) gurat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D):

: gurat Ketetapan Retribusi Daerap (SKR-D)
t Tanda Setoran (STS)

6) sura '
7 Bukli Penerimaan Lainnya yang sah

prosed“r Setoran Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu

' i r / Pihak Keti

5, Wajib Baya _ Ketiga menyetorkan penerimaan daerah kepada
gendahara Penerimaan Pembantu disertai Lampiran SKP-D, SKR-D
Jan/atau tanda bukti pembayaran lainnya:

b gendahara Penerimaan Pembanty

1) Menerima setoran uang dari Wajib Bayar / Pihak Ketiga;

7) Menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah
yang tercantum dalam SKP-D atau SKR-D:

3) Mendistribusikan SKP-D dan SKR-D kepada Waijib Bayar / Pihak Ketiga;

4) Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) dan/atau dokumen
lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu / Bendahara Penerimaan pada SKPD minimal
rangkap 7 (tujuh);

5) Menyetorkan seluruh uang yang diterima ke rekening Bendahara
Penerima yang ditunjuk Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak
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pandg kas terneh
gt Wt
.,;1;!

o4

duterrim and tidak
wna kﬁrﬂ_m" 'ﬂ”’ﬂﬂ-at gﬂuagl yd «

lmgﬂn urrtubk metakkgn penyatoran :

1

f porkan seluruh uang yang Herima ke

e . . s
6 N Baﬂk Urnum yang ditunjuk Bupati paling tambat 1 (gatu)

P jang kas ter : tidak
5?]21“ 533‘ (1 g ] Mbut dl'.ﬁ”ma' kecuah terdapat S!tUgS[ yang

paera
rekening Kas Urnum g
hari kefk

Jngkin untuk melakukan Penyetoran

Bﬂﬂr“ﬂa iembar asli Suyrat Tanda Setoran dari Bank umum yang

M jUk Bupaﬁ :

dltuﬂ . :
tor" ke rekening Kas Umym Daerah dianggap sah bilamana Dnas

7

: Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daeranh Kabupaten Kudus
dah menerima bukti/nota kredit dari Bank Umum yang ditunjuk Bupat! ;
gncatat bukti penerimaan ke dalam buku Kas Umum Pembantu. buku

harian- Pengisian  Dokumen  penataysahaan penerimaan dapat

nen ggunakan aplik?si Komputer dan/atau alat elektronik lainnya;
8 endahara Penerimaan Pembanty, wajib menyampaikan laporan
" rtamggungjawaban Penerimaan dan penyetoran yang dilampiri dengan
bukti-b”kﬁ kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima)
pulan perikutnya.
oK urrlen.cfokumen yang digunakan -
guku Kas Umum Pembantu;
guku Kas Penerimaan Harian Pembanty:
guku pembantu Rincian obyek pendapatan:
F\,ek(,,pitulasi Penerimaan Harian Pembantu:
gurat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D)
gurat Tanda Setoran (STS);

SR ST

L)

=)

)
)
)
)
)
)

~

8) gukti Penerimaan Lainnya yang sah.

gendahara Penerimaan Pembantu, baik secara langsung maupun tidak

'Iangsung dilarang  melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas

kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut.

1). Bendahara Penerimaan Pembantu tidak diperbolehkan membuka
rekening atas nama pribadi pada bank atau giro dengan tujuan
pelaksanaan APBD.

2). Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyetorkan  seluruh

penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari
kerja setelah penerimaan uang kas.
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gnerimad’ Setoran melalui Badan, Lembaga Keuanga" atat

gan Lembaga Keuangan atau Kantor pos yang melaksé
| : n

a5 dan fungst bendahara penerimaan ditunjuk oleh gupati, adapV

anaka

# a9
Pvgyaﬂ ebagaibenkut
Py ufS .

el (lig? mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan

f ngk :
P an pa;ak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan RetflbUSi Dael'ah

gurat
(SKR-

' Ketew tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan berlaku.
" L embaga Keuangan atau Kantor Pos yang ditunjuk menerima yang,
5ad okkan antara STS / Slip Setoran dengan SKP-D / SKR-D / tanda
meﬂr gnerimaan lainnya yang sah
DUK“ on-dokumen yang digunakan oleh Badan, Lembaga Keuanga" atau
% of pos -
et Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)
1) ot Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D):
2) o Tanda Setoran (STS) / Slip Setoran:

ki penerimaan lainnya yang sah,

h uang kas yang diterima harus disetorkan ke rekening kas umum

1

e | c
¢ et maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak
ketig? :

giaman? terdapat kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, maka
e ,

ctentu” batas waktu penyetoran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

_ySAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

gjuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
: pengajuan SPP terdiri dari :
X gpP Uang Persediaan (SPP-UP);
) PP Ganti Uang (SPP-GU);
. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
4 SPP Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa / Gaji dan Tunjangan Pegawai;
gerdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,
gendahara Pengeluaran mengajukan SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-
5 dan SPP Gaji) untuk  memperoleh ~pembayaran kepada Pejabat
pengguna  Anggaran / Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD, dengan ketentuan:
». Pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
Pada permulaan tahun anggaran, setelah diterbitkannya Keputusan Bupati
tentang Pendelegasian sebagian Kekuasaan, Pengelolaan Keuangan
Daerah kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Barang

Sambil menunggu Penetapan APBD bendahara pengeluaran dapat
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:KPD
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g bersit WaIb dan mengiky s
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\.-3! -

gupd )
in belaniA WAID dan mengjyy

qpupaten Kudus Tahun Anggaran o

=

[

b
o) Rincian rencana

1) SPP'UP diajukan untu Pengisian uang
pukan SED3GA! pembayaran langsunyg |

, Keb"gkapa“ dokumen SPP.yp

2 a) Surat Pengantar Spp . up

SPP.UP |
qukan epada p
Kuasa Pengguna Andgary Pl Anggaran / Pengguna Barand
. . Suanan | l\uas“ - ‘ LK
galam TagRa pengisian vang pe Pengguna Barang melal P
Q pery

TN

N tahup Sebelumnya untuk kegiatan

y Kudus Nomor 990406&200 atmga"“m‘ﬂ diatur dalam Keputusan
g Sedangkay, untuk bhelanja keglatan

"enungqgy Pengesahan Porda APBD
000

) persediaan yang ditujukan
terdin gayg
Ringkasan SPP . \jp

Penggunaan SPP . yp

) Salinan SPD,

g) Sural  pemyataan

f)

ditandatan . ) 8
Anggaran/Pengguna gani  oleh  Pengguné
alau  Kuasa  Pengguna

Anggaran/Kuasa Penggyng Barang yang menyatakan ba

yang diminta dipergunakan untuk uang persediaan
Lampiran lain yang diperiukan ( ‘

hwa uang

antara lain fotocopy DPA, dil)

. pengajuan SPP-GU

1)

Setelah D::3 Vang Persediaan digunakan, untuk belanja beberapa
iatan n u

keg Mk mendapatian ~ dana selanjutnya, Bendahara

Pengeluaran dapat mengajukan spp.gy sebagai pengganti dana

sebelumnya, dapat dilakukan setelah uang persediaan mencapal

0

batas minimal 10% dar dang yang telah diterima dan telah di SPJ

kan

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Pengguna

Anggaran / Pengguna Barang atay Kyasa Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Barang melaluj PPK-SKPD:;

SPP-GU diajukan untuk pengisian uang persediaan yang telah
digunakan

Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari

a). Surat pengantar SPP-GU'

b). Ringkasan SPP-GU,

¢). Rincian penggunaan SP2D-UP / GU yang lalu;
d). Bukti transaksi yang sah dan lengkap.

e). Copy SPD;



y

f) Surat pemyaty,,, Ut g4

Pengguna Barang atay “NGani oleh Pengguna Aﬁggaran/
1 i
Pengguna Barang il e Pengguna Anggaran / Kuasa

. Me _
tidak d'PQVQUHakan Utk i Nyatakap, bahwa uang yang diminta
saat pengajuan gpyy, ®Perluan seiain Ganti Uang Persediaan

g) Lampiran Iainnya yang dipenuk
5) Ketentuan SPP — yp dan spp Gan
~ U
jaksanaan
Fe Pembayaran dengan pep,
dilakukan menuryt keteﬂtuan Yot beriy an SPP.UP / GU harus
1) Setiap pengelyg , aKu, antara |ain -
( )kOde re'(enii ran tfdak diperkenankan me|ampaui dana pada
Seti bg ""98aran yang disediakan dalam DpA
etiap pemba m :
(i; A yaran har,q berdasarkan, tanda bukti yang sah;
an .
mengenai Perpajakan: harus  dilaksanakan  ketentuan

pengajuan SPP-TU.
c

c) Jika tambahan uang Persediaan tidak

rekening Kas Umum Daerah pada akhir periode permintaan uang
persediaan , kecual :

(1) kegiatan yang Pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan ;

(2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
PA/KPA.

4) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari -

a) Surat pengantar SPP-TU:
b) Ringkasan SPP-TU;

)
c¢) Rincian rencana pengunaan SPP-TU:
d) Copy SPD;
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d

b %

tgmbahan Uang persediaan;

g surat pemyataan untuk ditandatangan; ojeh Pengguna Angger®" /

pengguna Barang atay Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasd
pengguna Barang yang menyatakan bahwa yang yang diminta tidak

dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang persediaan
saat pengajuan SP2D:

0 Lampiran lainnya yang diperiykan,

pengaite” SPP Langsung (SPP._g)

gppLangsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan Pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar pengajuan kontrak kerja atau surat perintah kerja
jainnya dan pembayaran gaii dengan jyqh, penerima, peruntukan dan
waktu pembayaran tertenty yang dokumen -dokumennya disiapkan oleh
pPTK.

g) Atas dasar permohonan PPTK, bendahara pengeluaran mengajukan

sPP-LS Pengadaan Barang / Jasa kepaga Pengguna Anggaran /
pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
parang melalul PPK-SKPD, untuk pembayaran uang muka atau
pembayaran atas prestasi pekerjaan (termyn / MC) maksimal 30% untuk
termyn | dengan prestasi pekerjaan minimal 40% pada paket pekerjaan
senilai Rp. 1.000.000.000 - (saty miliar) ke atas dan 20% dengan prestasi
pekerjaan minimal 30% pada paket pekerjaan senilai dibawah 1 (satu)
miliar dan sesuai dengan kontrak / perjanjian :

3) Kelengkapan dokumen SPP-LS mencakup :

a) Surat pengantar SPP-LS;
b) Ringkasan SPP-LS;
¢) Rincian SPP-LS;
d) Lampiran SPP-LS Pengadaan barang / jasa mencakup :
(1) Salinan SPD
(2) Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait:
(3) Nomor Rekening Bank Penyedia Barang / Jasa pada Bank
Umum;
(4) Faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani waijib
pajak dan wajib pungut,
(8) Surat pernyataan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau
Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang mengenai

penetapan rekanan;

(%]
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‘ yang diperiksa,
(8) Berita acara Penyelesaian pekerjaan

(9) Berita acara serah terima baran

apabila kegiatan dikuasakan atau didelegasikan kepada Pejabat
Pembuat

Komitmen serta diketahui oleh Kepala Bagian

Pengendalian  Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kudus

(10) Berita acara pembayaran, bermaterai cukup;
(11) Kuitansi bermaterai, notg faktur yang ditandatangani pihak
ketiga, diparaf Bendaharg Pengeluaran, diketahui PPTK dan
disetujUi oleh Pengguna Anggaran /Pergguna Barang atau

Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;
(12) Surat jaminan bank atay yang dipersamakan yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk pembayaran
uang muka;

(13) Surat Angkutan / Konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja;

(14) Foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian
pekerjaan;

(15) Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan
dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

(16) Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek);

(17) Surat Perintah Kerja / Surat Perintah Mulai Kerja / Surat

Pesanan (Purchase Order) / Surat Perjanjian / Kontrak

pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
(18) Surat Pernyataan tidak terlambat;

(19) Faktur Pajak / Surat Setoran Pajak;

(20) Surat Jaminan Bank Umum / Lembaga Keuangan yang ditunjuk
oleh Pemerintah untuk masa pemeliharaan bagi

pembayaran
yang dilakukan sebesar 100% dari nilai kontrak:



L 3 t' p 3 2 ir daﬁaf
21 yntuk pembayaran selain kepacds, pihak ketiga dilampir!

o hargany?
restas!
dar

(22 khusus untuk pekeraan konsuitan yang perhtunga
menggunakan harga personi| (billing rate) berita acara P
kemajuan pekerjaan yang dicapai dengan bukl ehadiran
tenaga tenaga konsuttan sesuai pertahapan waktu pekerjad’

dan bukli penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukt

: t
pengeluaran linnya berdasarkan rincian dla™ %

penawaran,

23) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan parang dan
jasa sebagaimana tersebut diatas digunakan sesud dengan
peruntukannya;

(24) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna
anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperolen
persetujuan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggare”
melalui PPK-SKPD.

e) gurat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /
pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran | Kuasa
pengguna Barang yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain Pembayaran Langsung (LS)-

pengaiuan SPP Gaj dan Tunjangan Pegawai sera Penghasilan Pimpinan dan
snggota DPRD.

) gendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Langsung mengajukan

e

gpp Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang melalui
pPK-SKPD:

2) gpp-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta penghasilan Pimpinan
dan Anggota DPRD mencakup :

a) SPP Pembayaran Gaji Induk;
b) SPP Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, Tunjangan
Jabatan dan Uang duka wafat / Tewas;
¢) SPP Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
d) SPP luran Askes.
3) Pengajuan SPP Gaji Induk dibuat rangkap 3 dilampiri dokumen sebagai
berikut :
a) Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. Bank Jateng;
b) Daftar Rekapitulasi Pegawai beserta Keluarganya;
c) Daftar Perbedaan gaji bulan lalu dengan bulan berjalan;
d) Daftar Gaji dsb untuk para Pegawai,
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v an
Meﬂ‘w" kemampuan untyk mengamb;| keputusan, bertindak tega® dé

B wwmdanan dalam sikap dap Perilaku sarty 1k pernah terlibat KKN.

. | o
dapun ketentuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dar

b ,aab at pembuat Komitmen (PPKom) adalah sebagai berikut

pada program dan Kegiatar Yang tidak terdapat kegiatan pengadaan
f) . ng/ jasa cukup ditunjyk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(ppTK)

pada Prog/am dan  Kegiatan yang terdapat kegiatan pengadad”

 parang/ jasa harus ditunjuk Pejapqt Pembuat Komitmen (PPKom)

3) pada Prggram (.13n Kegiatan yang terdapat kegiatan peﬂgaqaan
parang/ jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bertindak Juga
sepagal Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Program
dan Kegiatan yang sama.

) pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) diangkat oleh Penggun@
Anggaran [ atau Kuasa Penggyng Anggaran dalam melaksanakan
pengadaan barang / jasa.

d pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud, mempunyai
tugas .

). Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;

2). Menetapkan paket paket pekerjaan disertai ketektuan mengenai
peningkatan penggunaan produksi dajam negeri dan peningkatan
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,
serta kelompok masyarakat :

3). Menetapkan dan pengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),
jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun
oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit pengadaan ;

4). Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat

pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;

Menetapakan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia

barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;

6). Menyiapkan dan melaksankan perjanjian/ kontrak dengan pihak

penyedia barang / jasa :

Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa

kepada pimpinan instansinya ;

8). Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak :

9). Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya
kepada Bupati dengan berita acara penyerahan ;

10). Menandatangani  pakta integritas

sebelum  pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai .
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1) Bertanggung jawat; day, -
ungsional atas pen, 9

f
Administrag; figik keuangan 92

adagy ) bﬂm’lgfjam yang diigkﬁaﬂﬂka"ﬂyﬂ

‘ ‘Ugaznya Pejabat  Permbuat Komitmen
be‘mnggung jawab kepady Pgnggu” .

gan/atal Kuasa Penggung Anggaran |

palam melaksanakan

A’W—)Hran { Pengguna parang
uasa Pengguna Barang

(GAAN PEKERJAAN PENG
|

p AUAAN BARANG / ja5n
?EMﬁ ” pemeriksa Pe

0 N92daan Barang / jagy dibentuk oleh Kepala Satuan
Pﬂ

P é perangk?! RA _(SKPD) dengan Syrat Keputusan
Ke:ma pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa mempunyai tugas
) vel akukan pemenksaaﬁ hasil Pengadaan barang / jasa yang dilaksanakaﬁ
’ oleh penyedia barang / jasa seg;; dengan standar teknis dan administras
9 ditetapkan dari luar Rencang Kefja dan Syarat (RKS) kontrak
ook erjaan. Hasi pemeriksaanny, dituangkan dalam Berita Acara
o emeriksaan Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa:
pelaporkan hasil pemeriksaan kepad Pengguna Anggaran / Pengguna
’ parang atau Kuasa Pengguna Anggaran / k6 Pengguna Barang;

oot pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa berjumiah gasal

k De,anggom"am sekurang-kurangnya 5 (jima) orang terdiri dari:

j) Ketua - Unsur SKPD  bersangkutan yang menguasai teknis
kebutuhan barang / jasa.
2) sekretaris - Unsur  SKpp bersangkutan yang menguasai
administrasi dan managemen kegiatan.
3) Anggota - Unsur Pengendalian Administrasi, atau Keuangan atau
Teknis.
pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan barang /jasa
dientuk Panitia Pemeriksa barang/ jasa sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang
terdiri dari
1) Ketua - Unsur SKPD  bersangkutan yang menguasai teknis
kebutuhan barang / jasa.
2) Sekretaris ~Unsur  SKPD  bersangkutan yang menguasai
administrasi dan managemen kegiatan.
3) Anggota - Unsur Teknis.
5. Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa dibentuk untuk
kegiatan yang terdapat pengadaan barang / jasa.
6. Bupati melimpahkan pembentukan panitia pemeriksa barang/ jasa kepada
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
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AIMA BARANG JAsi

T g
F\H [qma pekerjaan dari Pe ; e
;Géﬂ gl Y "edia barangfjasa kepada Penggu™?
A ja barang / jasa me
gnyed! i P "Yerahkan pekerjaan hasil pengadaan barand
& aea kePACA TENGYUNA Anggara, ;o aran /
, uasa Pengguna Angd

uat Komi
pejaba! Pembuat Komitmen dengan berita acara penyerahan pekerjaan

iasa pemboron .
Unwk J gan kOHStruksn, setelah melewati masa

. P i ,

pemehharaén, inyedla barang /]asa menyerahkan hasil pengadaan

bafang / Jasa' epada Pengguna Anggaran dengan berita acara
qyerahan akhir pekerjaan .

getelah Pengguna A.nggaran Menerima penyerahan akhir hasil pekerjaan
ngadaan barang/ jasa, wajib;

1 me|aporkan kepada Bupati,

b Menyerahkan kepada Sekretari Daerah selaku Pejabat Pengelola
garang Daerah, yang dituangkan gajam Berita Acara Serah Terima
Hasil Kegiatan dan proses Selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Permendagri no. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
pengelolaan Barang Milik Daerah,

3 Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan sekurang -
kurangnya ditandatangani oleh Penyedia barang / jasa, Pejabat

pembuat Komitmen dan disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa
pengguna Anggaran

] 4, Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan tersebut di atas dilampiri:
1) DPA dari Kegiatan yang bersangkutan:
9) Surat/ Dokumen / Buku Kontrak / Perjanjian / SPK ;

3) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan barang / jasa dan
Panitia Pemeriksa Barang / jasa :

S

4) Berita Acara pemeriksaan barang / jasa yang telah selesai 100%

yang dinyatakan oleh Panitia Pemeriksa Barang / jasa dan diketahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

5) Berita Acara Penerimaan Barang dari Penerimaan Barang untuk
{ Pengadaan barang; dan
6) Foto hasil pengadaan barang / jasa pelaksanaan pekerjaan ;
e. Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ angka 3, kemudian disampaikan kepada :
1. Kepala Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten
Kudus.
2. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus.




5ima pengguna Anggaran kepada Bupati

ah s &
53( berakhlmya kegiatan, PenggUna Anggaran me'gporkan

b gt : i
56 (ahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati yang

mgnye

diatur

a j perikut -
b
g€ engguna Anggaran membuat Laporan Hasil Pengadaan bar

a ‘higyai dari da
Jan g dibiayai - na APBD atau sumber lainnya kep2
clalul sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dengan

pDaerah

ang / 852
da gupati

Lembusa” Kepala Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat
abupate" Kudus, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah TeM™>
kegiatan dan dan dilampiri dengan dokumen Pengadaan barang / 1352
sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dapat
menguasaka" penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil
Kegiatah kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah .
perita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan tersebut di atas dilampiri perita
gcara seran terima barang / berita acara serah terima setelah masa
pemeliharaan untuk pekerjaan pemborongan, beserta lampiran
tampirannya .
Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kudus menyusun dan mengusulkan penetapan status barang milik
Jaerah dan status penggunaannya sesuai peraturan perundang —
undangan yang berlaku dan mencatatnya sebagai aset daerah serta
pemanfaatan sesuai keperuntukannya .

pENGAWASAN KEGIATAN
G . Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

2. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD.

p. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas bukan Pemeriksaan tetapi
pengawasarT yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD

9. Inspektorat Kabupaten Kudus. |

Inspektorat Kabupaten Kudus melakukan pemeriksaan secara periodik pada

SKPD, yang melaksanakan kegiatan dengan dana APBD Kabupaten Kudus

dalam rangka mewujudkan keyakina

— : . .
tujuan pemerintah daerah yang t e
ercermi i
g ermin dari keandalan laporan keuangan,

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi
peraturan perundang-undangan. i o
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ai berikyt

raﬂgk ap 3 (tiga) dilampiri dokumen Sebag
i Nomor Rekening Bendahara Pengel
) paftar Pengantar SPp:

uaran pada PT.Bank Jatengd,

paftar Rincian Penggunaan Ang
dilampir -

(1) Copy SK Capeg (dilegalisir)
@) Copy SK Mutasi (dilegalisir);

(3) Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
4) Tembusan Surat Ketemngan Penghentian Pemb

0 garan Belanja Pegawai dengan

(dilegalisir),
ayaran (SKPP);

(5) Ten?busan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga (SKUM~PTK)

d) Susulan Gaji karena dijatuhi hukyman disiplin dilampiri -

(1) Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir);
(2) Copy SK Badan Pertimbangan Pegawai (dilegalisir);
(3) Copy SK hukuman disiplin gari Bupati (
&) Untuk Kekurangan Gaji dilampiri :
(1) Copy SK kenaikan pangkat (dilegalisir):

(2) Copy SK Berkala (dilegalisir),

dilegalisir)

(3) Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik dan daftar
gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD.

f) Pembayaran Kekurangan Tunjangan Jabatan dilampiri -
(1) Copy SK Jabatan Struktural (dilegalisir);
(2) Copy SK Jabatan Fungsional (dilegalisir);
(3) Copy Surat Pernyataan Pelantikan (dilegalisir);
4) Copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan (dilegalisir);
5) Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan (dilegalisir).
6) Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik dan daftar
gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD.
g) Pembayaran Terusan Gaji (dibayarkan selama 4 bulan) dilampiri
(1) Copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan / Kepala
Desa dan Camat (dilegalisir);
(2) Copy SK Pangkat Terakhir (dilegalisir)
(3) Copy Surat Nikah (dilegalisir),
(4) Potongan luran Wajib Pegawai ( IWP ) sebesar 2 %.

(
(
(



' ayaran Uang n Wal
r " P embay? g Luka Watat (ibesikan 3 yal gaji terakhf yang

iterim®) dilampirl
) copy Surat Keterangan Kematian dar; Kepala Kelurahan | Kepald
pesa dan Camat (dilegalisir)

(2) COPY Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Kepala

Kelurahan / Kepala Desa dan Camat (dilegalisir)

0) surat Keterangan Kematian dari Instansi yang bersangkutan
@) Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)
ran U , [
) pembaya | af‘? Duka Tewas (diberikan 6 kali gaii terakhir yan9
giterima), dilampiri

(1) Copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/ Kepala
Desa dan Camat (dilegalisir)

(2) Copy Surat Keterangan ahii waris yang diketahui oleh Kepala
Kelurahan/Kepala Desa dan Camat (dilegalisir)

(3) Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang bersangkutan,

(4) Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir);

(5) Copy SK dari Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat ain yang
ditunjuk dalam lingkungannya (dilegalisir)

(6) Sambil menunggu point no.5) diatas sementara dapat
mengajukan Uang Duka / Tewas.

6) pengajuan SPP Lembur dilampiri dokumen sebagai berikut :
gurat Pengantar SPP;

z; gurat Permintaan Pembayaran;
c) Rekap Daftar Lembur,

d) SPK;,

e) Daftar Hadir,

fy SSP.

§) Pengajuan SPP ASKES dibuat rangkap 3 (tiga) dilampiri dokumen

sebagai berikut :

a) Surat Pengantar SPP;

b) Surat Permintaan Pembayaran;
¢) Rekapitulasi Daftar Gaji.

7) Untuk pembayaran Kekurangan / Susulan Gaji (kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala dan lain-lain) hanya dapat dibayarkan dalam kurun
waktu 2 (dua) tahun terhitung SK dimaksud ditetapkan,

8) Kelebihan Pembayaran Gaji dan rapel (Dana Alokasi Umum) segera
disetor ke Kas Daerah Nomor dan Bukti Setor agar disampaikan kepada

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kudus.



' PRSYaratan dinyatakan jengkap dan sah. 32"
. pancangan SPM nleh PpK. SKPD seiany dimintakan tanda
{
Maﬂ penggin® A"932130 I Pengguna Barang sty pejabat yana 30"
“g 400 menandatangan: SPM;

gpP dinyatakan tidak lengkap ppK_skpp akan menarbitkan Surat
po? ke penerbitan SPM yang ditandatangan ojen Pengguna Anggaran /

gna Barang 3tau Pejabat yang giber; wewenang menandatanga!

i dan selanjutnya diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
5? wan penyempurnaan;

dd: /ang telah diterbitkan, untyk selanjutnya diajukan kepada DInas
Sen gpatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus untuk

5P2D;
né rb'tan

enatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud
d F’t sanakan oleh PPK-SKPD:

diid
e elah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

r

b

e gitarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan,
pe pmbayaran atas beban anggaran belanja daerah dilakukan dengan
penerofan Suret Perintah Membayar (SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU dan

Penerbitan SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU

g i pPK-SKPD menerima SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU yang diajukan olen

gendahara Pengeluaran;

2) pPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU;

3) pPK-SKPD mencatat SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU yang diterima ke
dalam register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU;

4) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU dinyatakan
lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU
untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

5) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-SKPD menolak untuk
menerbitkan SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU;

6) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi
wewenang menandatangani SPM menerbitkan SPM-UP / SPM-GU /
SPM-TU;

7) PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU yang
diterima ke dalam Register Penerbitan SPM;
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SKPD MR Derclakan Spuy iy, | gy 1 SPMTY T
8 wammpmm 4pp
‘;Mw SPMUP | SPMLGU | gy o o bl Y
d ort 92
i oA 1 dan 2 dbinm e Chree Pondapatan dan P WQ"WR
g Keuangan Daerah Kabupaten, Kudus
o) Lo 2 #van dkembaikan ke Bendanars pengewsaran 542"
' diver ©3P fanggal  dan MOMOr olsh Dyes Pendapata’ gan
Pangekﬁaan Keuangan Daerah K&bup aten Kudus
. Lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD
© ian SPIHLS

r P gmayaran 5803ai SPULLS unt

1. ;) Pelaksanaan pekefjaan Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanaka”
sendifi (swakelola) dengan nila g a1as Rp.15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah) untik masing-masing jenis barang / jasa. Perubahan
patas Jumiah sebagaimang dimaksud ditetapkan dengan Keputusar
pupati Kudus. Dalam ha] in; Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
mengajukan permohonan disertai alasannya kepada Bupati Kudus
U.p Kepala Dnas Pendapatan gap Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kudus;

p) Belanja tidak langsung kecuali bejanja penunjang operasional Bupati /
Wakil Bupati;

0 pengeluaran pembiayaan-

d) Jasa pelayanan kesehatan,

1) pPK-SKPD menerima SPP-LS haik yntuk Pengadaan Barang / Jasa

maupun belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran:

7) PPK-SKPD mencatat SPP-LS yang diterima ke dalam Register SPP;

3) PPK-SKPD menelti kelengkapan dokumen SPP-LS. Jika kelengkapan
dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan
SPM-LS untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;

4) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah, maka PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-LS dan
selanjutnya mengembalikan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran
untuk dilengkapi dan diperbaiki:

5) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi
wewenang menandatangani SPM menerbitkan SPM-LS:
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Lol

,SKPD mencatat penerbitan SPM-LS ke dalam Registe’ Penamilﬂn

pPK
@ v
s encatat !
pK-SKPD m penolakan penerbitan SPM-LS yand dit
" P > Register Penolakan SPM:
a
‘; orbitan gPM-LS rangkap 3 lembar
ene "y
g) : Lemba" 1 dan 2 dikiim ke Dras Pendapatan da
Keuangan Daerah Kabupaten Kudus:
b pmbar 2 dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran setelah diber
' _gp, tanggal dan nomor yang diterima oleh Dines pendapatan 42"
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus;
3 Lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD.
u penyampaian SPM Gaji untuk penerbitan SP2D

wa
5 : :
¢ ampaian SPM untuk penerbitan SP2D Gaiji selambat-lambatny? tanggal

prima ke

o pengelolad”

3 g peﬂy
3 gpelum pulan berkenaan;
pada jkhir tahun anggaran, penyampaian SPM-GU / TU dan SPM-LS untuk
b enerbitan gpP2D selambat-lambatnya tanggal 20 Desember tahun anggaran
beﬂ(enaan.
ynaan Dana
b PenPgPK_sKPD menerima SP2D (lembar 2) yang dibubuhi cap telah diterbitkan
8 5p2D tanggal dan nomor,
P PK-SKPD mencatat SP2D yang diterima dalam register SP2D;
. pPK—SKPD menyerahkan SP2D ke Bendahara Pengeluaran,
i Bendahara pengeluaran mencatat SP2D yang diterima ke dalam register
sp2D:

gendahara Pengeluaran (atau pihak ke tiga) menerima transfer uang ke

ari PT. Bank Jateng atau Bank Umum lain yang ditunjuk;

(ekeningnya d
kas ke dalam buku

gendahara Pengeluaran mencatat transfer / penerimaan

Kas Umum di sisi Penerimaan;

ara Pengeluaran mencatat ke dalam buku Simpanan / Bank (jika

Bendah
rsediaan);

banan uang persediaan/ganti uang dan tambahan uang pé

pembe
u kas umum di

h. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran ke dalam buk
sisi pengeluaran;

Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas k
ymum dan buku panjar, jika uang yang dikeluarkan belum disertai bukti

e dalam buku kas

transaksi;
Bendahara Pengeluaran mencatat pemotongan dan penyetoran pajak ke

dalam buku pajak;
Jika ada Bendahara Pengeluaran Pembantu :
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iwﬁéi ‘ " pangeiuaran Pembarty menanmy uang dan manca
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ok ran penbanty o s penstirnasn
a7 et IR O b i 4 MO P

e

dalam
¥ WN‘ " pengelusran Pembanty mencatat pengelyaran kas ke
Wl i

b

lw n% ‘Mfmﬁ‘uarﬂ“ pﬂﬂlbantu di 145 9) ()engeluaran

kY tmﬁi shan Penggunaan Dana

ung-
Pengeluaran  secara admimstratif  wajib mempertandd

’ ham il /
add n penggunaan dana UP / GU / TU kepada Pengguna Angg -
* bu
2 buna parang melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 7
g
peﬂg
- jawaban
- en Yang digunakan dalam menatausahakan pertanggunglaw
kum
encakup
gluaran m N
I gister Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ)
1) Re

J);
register pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ)
e -

gurat penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ).
3)

Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ);

Y Register Penutupan Kas.

? xumen laporan pertanggungjawaban mencakup
Do

B e inci isertai n bukti-
2) Ringkasan Pengeluaran per rincian obyek yang d|sert'a| d_enga )
pukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obye
yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek

dimaksud;

3) Bukti atas penyetoran PPn / PPh ke kas negara;
4) Register Penutupan Kas.
Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan mengetahui dan persetujuan

pengguna Anggaran / Pengguna Barang;

Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai, Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang menerbitkan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban;

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan

paling lambat tanggal 31 Desember:

Dalam melakukan Verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan:

YaY



P - T e b i S W15 N

N enghitung Pengenaan Ppp, PPh per

i keben :
meng!! kebenaran sesyaj dengan
eriode sebelumnya.

gmen pendukung SPP.Ls dapat

ok : .

n D rtanggungjawaban atas penge|Uara dIPErSamakan dengan bukti
g ada pihak ketiga; " Pembayaran beban langsung
keP

gling 1ambat 1anggal 10 bulan berigygnyy.

Peny‘f,\mpaia\n pertanggungjawabap,

bendah
i ara
dilaksanakan pengeluaran secara

gional setel I e
fung ah  diterbitkan  syrat pengesahan

peﬂanggung]awaban Pengeluaran glgh Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang;

una Anggaran / Pengqy
., pengd I 99una Barang melakukan pemeriksaan kas yang
dikelola o ara Pengeluaran sekuran

am 3 (tiga) bulan; g-kurangnya 1 (satu) kali
dala .

 Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola

gendahara Pengeluaran Pembanty sekurang—kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan;

. Pemeriksaan kas 'dltuangkan dalam berita acara pemeriksaan kas yang
disertai dengan register penutupan kas;

” Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan

pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

0. Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran dapat

menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

¢ PENATAUSAHAAN  PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
1. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
a. Bidang Perbendaharaan dan Otorisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kudus menerima SPM-UP / GU / TU / LS
yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;

Digitally signed by
Bagian Hukum
A E Sekretariat Daerah
=== Kabupaten Kudus
4 Date: 2019.11.07
14:51:26 +07'00'
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